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Menirnbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

: a' bahwa pengaturan air tanah merupakan unsur yangsangat penting bagi kehidupan masyarakat dala;menunjang kegtllry pembangunan r.frirrgg" h;;;dikelola secara adil dan bijakslna ;;"g;; merakukanpengaturan yang menyeluruh dan- berwawasanlingkungan;

b' bahwa peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 6Tahun 2oo2 tentang pengeloiaan Air Bawah Tanahsudah tidak sesuai aengan perkemb.rrg"r, peraturanperundang-undangan di bidang 
"r*8., daya air,sehingga perlrr diganti;

c' bahwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimanadimaksud dalanr huruf a dan hunrf b, perlumenetapkan peraturan Daerah Kabupaten cianjurtentang pengelolaan Air Tanah; -r---

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang_Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun L94S;
2' undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah_Daerah X"U"f"t.., DalamLingkungan propinsi Djayyra Barat (Berite NegaraRepublik Indonesia Tahun 19so'No*o. 34)sebagaimana telah diubah dengan Undang_UndangNomor 4 Tahun 196g ten"tang p.*U.ntukan

Kabupaten purwakarta 
11" fab-upat.n Subangdengan mengubah Undang_Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djau,a Barat(Lembaran \S"* Republik Indonesi" irrr"rr 196gNomor 31, Tambahan Lembaran fV.g*" RepublikIndonesia Nomor 2g51);
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3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44g71
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20Og
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2OO+ tentang pemerintu,h., Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 484fl;
Undang-undang Nomor T Tahun 2OO4 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahurr 2OO4 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3TT);
Peraturan Pemerirrtah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8S9);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03
Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OOg
Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07Tahun 2008 tentang organisasi pemerintahan
Daerah dan Pembentukan Organisasi perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2008 Nomor o7 seri D) sebagaimana telatr beberapa
kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah
Ikbupaten Cianjur Nomor iO Tahun 2oll tentang
Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten
cianjur Nomor 07 Tahu^ 2008 tentang organisasi
Pemerintahan Daerah dan pembentukan or[anisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun ZOtt Nomor 3g
Seri D );

4.

5.

6.

7.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAX-{ Li3UP.I.T=]; 
'-T';.'Ii

,da::

ts- ?.'-l: C-:-".----:-

]-IE]hILTUSLi$

Menetapkan : PERATUR.L\ D.{ER{H TE\TA){G
TAi.iAH.

PEIG=_C *:_r_li _r:F.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah tr:"!, yang selanjutnya disebutPemerintah, adalah presilen n.p"Uiit-I";;;;#yang memegang kekuasaan p.mJri"dun NegaraRepubtik rndonesia sebagaim;"; ;i;;;ua oiamUndang-Undang Dasar N'egara R"p;btil IndonesiaTahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Energi sumber Daya Minerar

3. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi
Jawa ljarat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah adalah Kabuprrten Cianjur.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyerenig"r" pLerintahan
daerah.

7. Bupati adalah Bupari Cianjur
8. Dinas adalah q"lllgk"t daerah yang mempunyaitugas dan fungsi ai Ulaang air tanah.
9. Kepala Dinas adalah t epata. perangkat daerah yangmempunyai tugas dan fungsi di biding air tanatr.10' Air tanah adalah ar-y."q terdapat dalam rapisantana'atau batuan di bawalh p"*"t 

"" t"nah.
11. Mata air adalah air tanatr yan; 

--r*rrr"rl 
kepermukaan tanah.

72.

13.

t4.

Akuifer adalah rapisan batuan jenuh air di bawahpermukaan tangt ya.ng a"p"l *L"rtil; danmeneruskan air dalam :.i*f"friukup dan ekonomis.
C.ekungan air tanah adalah suatu wilayah yangdibatasi oleh batas. hidrogeologis, a"rrrGa L*r.kejadian hidrogeologis sepeiti proses pengimbuhan,
pengairan, dan pelepasan-air dnah t";;;;ffi
H.idrogeologi adatatr ilmu yang rqcilhcrqr @giair tanah yang bertafia;
penyebaran, peogatirm"
serta fisil@ air ' -h_

15. Dacmah imbuh &ru
.* rc*
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18. Persyaratan teknis adaiah ketentuan teknis yang
wa.iib dipenuhi untuk merakukan kegiatan di biian[
air tanah termasuk mata air.

19. Pe,gelolaan air tanah adalah upaya merencanakan,melaksanakan, memantau, mengendalikan,
mengawasi dan. mengevaluasi p.rry.l"rggaraan
ke giatan inventari sasi, kon servasi,' pen day.!"rrr".,
dan pengendalian daya rusak air tanah.

20. Inventarisasi air tanah adalah kegiatanpengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta
penyimpanan data dan infor-""i air tanah.

2r. Konse.asi ai' tanah adaiah upaya merindungi dan
memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkinganair tanah guna mempertahankan keGstar]andan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan
dalam kuantitas dan kuaritas yan; memadai untuk
memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu
sekarang maupun yang akan datang.

22' Perlindungan air tanah adarah kegiatan pengaman
kondisi dan ringkungan air tanaf, a"ri r..rr1"r.fr-,
yang ditimburkan oleh ulah manusia maupun aram.

23- Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatanair tanah unt,k menjarnin kereslariorr. i.rr,.g"i airtanah.
24. Pengawetan air tanah aclalah kegiatan untuk

menjaga keberadaan air tanah agar 
".Ju.r" 

kuantitas
tersedia sesuai fungsinya.

25. Pengawasan air tanah adatrah pengawasan terhadap
kegiatan administrasi dan t&niJ pengeioraan airtanah agar sesuai ketentuan yang telah &tetapkan.

26. Pemulihan air tanah adatah kegiatan untukmemperbaiki atau merehabilitasi kondisi danlingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali
seperti semula.

27. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan
dan pencatatan secara menerLls atas perubahan
kuantitas, kualitas, dan 1ingkungan air ,J..,

28. Pendayagunaan air tanah acr_ia:: -:a,..=penatagunaan, penl-eciaa::. :i:i:: *: ::-_
pengembangan air tarah ca:l =.--=rr"..l;-:--; -tanah secara opu::a- aga: :",_. 

= 
_;;r* 

- 
_ ;;

berdayaguna.
2cr. Penatagunaa:- t: -*z:"=':- =---':'- -1-: _-:.-,,r,

32. I:.TI"*.rgan air tanah adalah upa)-a peningkaa;
l

l

I



33.

34.
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Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang menjalankan jenis usaha bersifat
tetap, terus menerus dan didirikan sesuai denganperaturan perurrdang-undangan yang berlaku danberkedudukan dalam wilayah Negira Kesatuan
Republik Indonesia.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat *"ryi*p.,
uang daerah yang ditentukan*oleh' B"p"ai'untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

BAB II
TUJUAN, DASAR DAN HAK

pasal 2
Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuanytt"t menjamin kesinambungan keterseEiaan dankeberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanahbagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.

Pasal 3
Pengelolaan .eir tanah didasarkan pada cekungan air
l"l+ yarrg 

-diselenggarakan berlandaskan pada
kebdakan pengelolaan aii tanah dan strat"ti-[."geroraan
air tanah.

Pasal 4
(1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanahyang terdiri dari hak guna pakai dr.r, hak gil;

usaha air.
(2) Hak gun" 3iI tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian

atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 5
Hak qula pakai air tanah dip61pfofo rr,nmn
memerlukan izin unnrk rnernernrH -hbrmrhm 

afominum dan nrnnah *,,,rya cta tchtfrm Elyang nonkomersiar rGDilrmE iflpernanfaetanrljra mda bot- 6,G@ -
Hak guna paeai sfo'trruh rr:rr+ffEr i1rffia' ga,a @ dryd ror

kerusakan akuifer; ahl
b- dihdukan unhrk mcmcnuni hbumhm *il

sebagaimana dimaksud pada ayat (U.

(U

(21



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
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Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan usaha
pertambangan dan energi diberikan kepada
pemegang kuasa pertambangan dengan izin Bupati.
Ketentuan lebih ianjut mengenai pemanfaatan air
tanah pada ba.tas tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Hak guna usaha air tanah diberikan kepada badern
rrsaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik
daerah (BUMD) yang bergerak di bidang usaha
penyedian air yang ditunjuk oleh pemeriniah atau
pemerintah daerah sesuai. dengan kewenangannya.
Hak guna usaha air tahah dapat diberikan kepada
perseorangan dan badan usaha dengan izin Bupati.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7
Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam
pengelolaan air tanah meliputi:
a. menetapkan kebijakan kerangka dasar

pengelolaan air tanah di wilayahnya
berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan
provinsi dengan nremperhatikan kepentingan
Daerah dan kabupaten/kota sekitarrrya;

b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada
cekungan air tanatr yang berada utuh diwilayahnya berdasarkan pada prinsip
keterpaduan antara air tanah dengan air
permukaan;

c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah
pada cekungan air tanah dalam satu Daerah
dengan memperhatikan kepentingan

kawasan lindung
tanah dalern satlt

kabupaten / kota sekitarnya;
d. me.netapkan dan mengelola

air tanah pada cekungan air
wilayatr Daerah;

e. menl'elengaratan inveatarisasi, koo'serrasl
den pendan-agunaan 4i1 t'anah riatrarn ra13gka
pengelotraan air taruh sgllai hbi,Enm"
pcoman" roscftlr, stlndr, prgm,ua@, am

dch nocrtmae
I 616fu .[qr! ilmffirt.lr-r m tmq,Ed

air r*rotr rrcilm cFr'r,qrrlEBtn'* @ &
vnryanryu

* mcay*ryUnr tgilqlrtrya slntrr dm
manusia, saratta r|on pcnrlUn, Gtf,
pembiayaan )rang mendulnrng pcogdolam air
fqnalr.
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h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan
pengawasan air tanah dalam rangka
pengelolaan air tanah;

i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah
pada cekungan air tanah yang berada utuh
dalam wilayahnya;

j. mengatur dan memberikan
eksplorasi dan eksploitasi

BAB NT

KEGU\TAIII PEIIGEfiNiIJ
l:lrrdqrr

tztn
alr

pengeboran
tanah, izin

(2)

(3)

pengambilan air tanah, izin penurapan, izin
pengambilan air mata air, iz;rn pengusahaan air
tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah,
dan izin juru bor;

k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa
konstruksi pengeboran air tanah;

I, menetapkan dan neengatur jaringan sumur
pantau air tanah pada cekungan air tanah yang
berada utuh di wilayahnya;

m. mengelola data dan infoimasi air tanah;
n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan

konservasi,'pendayagunaan dan pengendalian
serta pengawasan dalam rangka pengelolaah
air tanah;

o. melaksanakan kewenangan di bidang
pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah provinsi; dan

p. . menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan
ketertiban pengelolaan air tanah pada
cekungan air tanah dalam Daerah.

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Dinas.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggr4ng
j_1wab sebagaimana dimaksud dalam 

^yai- 1Zy,
Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
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(2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana
drmaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk
pen)rusunan rencana atau pola induk
pengembangan terpadu air tanah disajikan pada
peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.

(3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, digunakan sebagai dasar perencanaan
konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasa.l 9

(1) Konservasi air tarrah dilakukan untuk menjaga
kelestarian, kesinambungan ketersediaan, a"y"
dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan
mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air
tanah.

(2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas
kelestaria.n, kesinambungan ketersediaan, dan
kemanfa.atan air tanah serta lingkungan
keberadaannya.

(3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi' cekungan air: tq.nah;
b. hersil kajian Caerah imbuhan dan pelepasan air

tanah;
c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan

air tanah; darr
d. hasil pernantauan perubahan kondisi dan

lingkungan air tanah.

Pasal 10

Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
a. penentuair zona konservasi air tanah;
b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
c. pengawetan air tanah;
d. pernuiihan a.i: tanah;
e. pengendalir-n pencemaran air tanah; dan
f. pengendaliar kerusakan tanah.
Konserzas: air tarrah dilakukan secara ;:nenr-eiu:-*i:
pada celc.ir:.ga:: air . tsrah mencakup* :aerah
irnbuhan Can daeiah iecasan air ralra_h.

Ko:rservasi dr --ar-_ -:a:-urs r:nenj=C ss.-ai sa:*
pertimb ange.:-r- /)-t . aa: ; :r ir-:cariaE_c. pe:- ia-"-a a-:::aa::
air tarre.h ;:-: :=l--ti:-*'--:t:*-r: =ia :-ja;E ;.__a-.-l-

F:,sai 1;

Untuk

(1)

(2)

(3)

(1) kecerhasilan {ons€i.t'asL,
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(2) Pemantar.ran air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan
kualitas, kuantitas, dan da.mpak lingkungan akibat
pengambilar: dan pemanfaatan air tanah dan/atau
perubahan lingkungan.

(3) Pemantauan air tana-h sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pemantauan perubahan kedudukan muka air

tanah;
b, pemantauan perubahan kualitas air tanal:r.;
c. pemantauar:, jumlah pengambil.an dan

peinanfaatan air tanah;
d. pemantauan perencanaan air tanah;
e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air

pada mata air; dan
f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dila.kukan dengan cara:
a. membuat sumur pantau;
b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air

tanah pada sr.lmur pantau dan/atau sumur
produksi terpilih;

c. mengukur dan mencatat debit mata air;
d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan

kandungan biologi air tanah pada sumur
pantau, st-lmur produksi dan mata air;

e. memetakan perubahan kualitas dan/atau
kuantitas air ta,nah;

f. mencatat jumlah pengambilan dan
pemanfaatan air tanah; dan

g. mengamati dan mengukur perubahan
lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

(5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diiakukan secara berkala sesuai dengan
jenis kegiatan pemantaLtan.

Pasal 12

(1) Bupati serLa semua pihak yang berkaitan dengan
kegiatan pendayagunaan air ta:rah wajib
melaksanakan konservasi air tanah.

(2) Setiap pemegang tzin pengambilan air tanah, izin
pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air
tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.

(3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi
dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan
-:a-.-a -<: :- se:-.-asi r-r ra::ah.



Perencanaan

(1) Perencanaan
dilaksanakan

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasatr 13

pendayagunaan

Air Tanah

tanah

(4t

(s)

(1)

(21

(3)

(41

pendayagunaan air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan
pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan
konservasi air tanah.

Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib melibatkan peran serta masyarakat.

Hasil perencanaarr perrdayagunaan air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
salah satu dasar daiam pen5rusunan rencana tata
ruang vrilayah.

Bagian Keempat

Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 14

Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah
ditetapkan sebagai berikut:
a. air minum;
b. air untuk rumah tangga;
c. air untuk peternakan clan pertanian sederhana;
d. air untuk irigasi;
e. air untuk industri;
f. air untuk pertambangan;
g. air.untuk usaha perkotaan; dan
h. air untuk kepentingan lainnya.

Urutan prioritap penrntukan pemanfaatan air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat berubah
dengan memperhatikan kepentingan umum dan
kondisi setempat.

Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk
keperluan air'minum merupakan prioritas uta-ma di
atas segala keperiuan lain.

Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk
keperluarr selain air minum dapat ditentr-'.kan
apabila tidak dapat di.penuhi dari sumber air
lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan
pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah
sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) diatur dengan

sebagai dasar pendayagunaan air

dilakukan dalam
dan pemanfaatan

(3) Perencanaan

tanah pada cekungan air tanah.

(21 Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah
rangka pengaturan pengambilan

serta pengendalian air tanah.

(s)
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BAB V

PERIZiNAN

(1) Kegiatan eksplodl"":: eksploitasi meliputi
pengeb,cran, , penggalian, penurapan dan
pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan
setelah mernperoleh izin dari Bupati.

(21 lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
atas:
a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
b. izin penge'boran eksploitasi air tanah;
c. izin penurapan mata air;
d. i1n pengaqpilan air tanah;
e. izin pengambilan air mata air;
f. izin pengrisatraan air tanah;
g. izin perusa.haan pengeboran air tanah; dan
h. izin juru bor.

(3) Untuk menCapatkan izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pemohon wajib mengajukan
permohonaa. secara tertulis kepada Bupati.

(4) Izin sebagaimana ,rirnaksud dalarn ayat (2) huruf a,
huruf b, hu.n:f c,' huruf d, hunif e, dln huruf i
hanya dapat diberikan setelah memperoleh
rekomendasi. iehniS yang bersifat mengikat Car:.:
a. Peinerin'cah Provinsi urituk cekungan air tanah

lintas katiupaten/kota; dan '

b. Pemerintali ,.lntr-rk cekungan. air tanah lintas
provinsi dan Lin*-as negara.

(5) Bupati seiannbat-lambainya dalam waktu 30 (tiga
puiuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin
yang sudall lsngkap per'syaratannya sebagaimana
dima.ksild, dailarr,l ayat i3!, mengajukan permintaan
rekoinenciasi teicnis kepada Gubernur atau Menteri,
atau rnenolak, 51er.:rohonar::. tersebut disertai dengan
alasannya.

(6) Eupati seiarn'cai-iambatnya dalam waktu 3C (tiga
puluh) trari rer;a setelah diterirr.-.,anyer rekcrr::endasi
teknis dair^ G''-.:e:r.,.1r atau Menteri :;rengeiuarKan
izin, atau se-i+k diterimanya perijeiasan bahvza
rekosrendasi ":eki:ris tioak diberikan, r::er:ciak
permoho na:; izii:. dr se rtai den gan aias anriya.

(7) Izin penurr:-:D3,r -rata a-ir Clberikan setelah dilakukan
pengkaj ia:r 

-1-i,Crugeolo 
g:: -ra.ng hasilnya rrrenyatakan

:ida.i< mengga.nggri perriuiecular-: da,r; iingic-:-nganr:nata air' se;:ta tiCa-k mengganggli keper:iingan
masyariak-,al r*:l s e k:ta,rnya.

(8) Ketentuan 
"e or,ir iar.i;ut mengenai '-a.r.e, cara

permoh;i:,al-r :.?-!. ;cersy?_:iatan izt:; sebagarinana
dirnaksui .Jaiar:: ayat i3! diatur. iengen per-aturan
tsupati.
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Pasal 16

(1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum
dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu
tidak diperluran izin.

(2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1.) meliputi:
a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
b. pengarnbiian air tanah dengan menggunakan

sumur bor Cengan diameter pipa kurang dari 2
(dua) inchi atau kurang dari 5 (lima) cm; dan

c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok
dengan jumlah paling banyak 10O ms/bulan
tanpa didistribusikan.

Pasal 17

lzin eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka
wirktu selan:ra 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang.

Izin pengeboran eksplorasi air tanah berlaku untuk
jangka *aktu selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang.

lzin penlrrapan mata air berlaku untuk jangka
waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperparnjang.

Izin pengambilan air tanah berlaku untuk jangka
waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar
ulang.

Izin pengambilan'air mata air berlaku untuk jangka
waktu selarna 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar
ulang.

Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka
waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar
ulang.

Pasal 18

Permohonan' perpanjangan dan daftar ulang in
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hanrs
diajukan secara tertulis kepada Bupati selarnbar.-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebehrm jangka maXmr izim
berakhir.

Ketentuan lebilh lanjut mrnBrma; trfia @r
perpanjangen darr daftar rrltnG ilh qr;nl-nm
dirneksud dqlana ayat (fl diilltr fugp ft;a6
Bupati.

Pasal 19

(1) Pemegan g izin berkewajiban:

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2t
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melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan
pengeboran, ekspiorasi dan eksploitasi air
tanah, dern penurapan mata air, secara tertulis
kepada Bupati dengan tembusan disampaikan
kepada Menteri dan Gubernur;
menghentikan kegiatannya dan mengusahakan
penanggulangan serta segera melaporkan
kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan
pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah
ditemukan kelainan yang dapat
membahayakan dan merusak kondisi dan
lingkungan air tanah;
mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas
dan/ atau in.stansi terkait;
segera menanggulangi dan melaporkan kepada
Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan
hidup yang disebabkan oleh kegiatan
pengeboran eksplorasi dan eksploitasi,
pengambilan air tanah, penurapan dan
pengambilan air mata air;

e. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) kepada Bupati;

f. melengkhpi dengan meteran air atau alat
pengukur debit air yang telah diperiksa dan
disegel;

g. melaporkan volume pengambilan air setiap
bulan kepada Bupati;

h. menyampaikan hasii rekaman automatic water
leuel recordittg bulanan kepada Bupati apabila
memiliki sumur pantau;

i. melakukan penghematan pemakaian air dan
memelihara kelestarian sumber - sumber air;

j. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam
izin;

k. membay4r pajak pengambilan dan
pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan )'ang
berlaku; dan

l. memberikan air paling sedikit lO % (sepuluh
persen) dari batasan debit pemakaian atau
pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam
izin bagi pemenr-ihan kebutuhan pokok sehari-
hari masyarakat.

(2) Pemegang izindilarang:
a. memindahtangankan izin yang diberikan;

a.

b.

c.

d.

izin tidak
atau
sesuaib. menggunakan

peruntukkannya.

Izin dicabut apabila:
a. izin diperoleh secara tidak sah; atau

(i)
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(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(1)

b. pemigan,g izin meianggar ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam izin.

Pencabu tan izin sebagaimana dirnaksud dalam ayat
(1), diberitahukan .secara tertulis kep4da pemegang
izin den gan me nye bu tkan alas an - al""*rrrry.".
Pencabrrlan izir- sebagaimana dimaksrrct dalam ayat
(t), didahuiui dengan peringatan secukupnya
kepada pemegangizin,,

Dalam hai izin dicabut .sebagaimana din:.aksud
dalam ayat ('l), maka dalari waktu seiarnbat-
tambatnya I {Satu) bulan sejak tanggal diterimanya
pemberitahuap,pgncabutan, pemegang izin *ajiU
mengheptikan semua kegiatannya.

Pencabutan izin Cilakukan dengan penutupan dan
penyegelan.

:, Pasal 21

Pengeboran dxsplorasi cian eksnioitasi air tanah
hanya dapat dilaksanakan oleh:
a. ilstalsi pen:enntah yang memiliki tugas pokok

dan fi"ingsi Ci bidang a.ir bawah tanah,;lan
b. perusa.haian. pengeboran air tanah yang telah

memiliki izin:,
'

Perusahaan p€ngeboran sebagaimana dimaksud
dalam dyal (1)'meru.pakan badan usaha yang telah
mempel-oieh, iz;n jasa pengeboran air i"."L dan
sertillkat b,adan.i.;rsaha, pengeboran air tanah.

Pasai 22

Pelaksanaan pengeb,oran eksplo:asi dan eksploitasi
air canah harus sucah dapat dlseiesaikan seGmbar-
lambatnya i 'satu) rai:un sejak .-zin peng€boran air

Inlbila dalann jar:lgka -waktu dimal<sua dala.m ayar
(1) belum d-.apa'r..d:selesaikan, pe:negang izin hai-rs
membeiikan i.ap-ora,n kepada Bupati den-gan disertai
alasan-alqean 3ra:iq dapat dipertanggun g arvabkan.
Apabila' al.asa:'., ilasan y ang dibe.rikan sebago:r.::.ara
dimaks,rd ila,l{ ayat (2) dapat diterima, peiJsanaar
pengeboran chpat iiperpanjang paling iar.a 3 (tiga)
bulan.

(2)

(3)

PEi\,r GS.'trii.$:lili DAli F5NGEI{DAL,Lq.}(

Pengaur,2safi
pendaya!fiir.rfr&ll
diiaksanair-:-, i,

.Fasal

't'Pr,t1

a-€,n
nle.h

23

pengerrdalialt keg:a'-an
.:trtonservasi , * iarah
r.)r:-,as./,tn.efc,r,ci .l,oaann

(1)
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(2) Perrgawasan dan oengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a, lokasi titik pengambilan air tanah;
b. teknis konstruksi sumur bor dan uji

pemompaan;
c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur

debit pemompaan;
e, pendataan volume pengambilan air tanah;
f. teknis penurapan mata air;
g. kajian hidrcgeologi; dan
h. pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UKL) dan Upaya pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas dan
Instansi,. apabila menemukan pelanggaran
pengambilan dan pernanfaatan air tanah serta
merasakan , dampak negatif sebagai akibat
pengamtrilan air tanah.

Pasal 24

Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang
telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter
air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera
atau dikalibrasi oleh instansi terkait.
Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter
air atau alat pengukur: debit air dilakukan oleh
Dinas.

Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung
jawab atas. kerusakan meter air.

pasal 25

Pemohon izim baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau
berikut kelengkapannya untuk mernantau muka air
tanatr di sekitarnya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah:
a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi

pada 1 (satu) sistem akuifer dengan tolal debit
pengambilan air tanah 50 (lima puluh)
liter/detik atau lebih;

b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur
produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan
total debit ,pengambilan air tanah S0 (lima
puiuh) literTdetik atau lebih dalam areal
pengambilan air tanah seluas kurang dari l0
(sepuluh) hektar; dan

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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(3)
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c. setiap keberadan 5 (lirna) sumur produksi dari
1 (satu) sistern akuifer dalam areal
pengambilan air tanah seluas kurang dari 10
(sepuluh) hektar.

Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c
yang kepemilikannya iebih dari 1 (satu) orang atau
lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya
pengadaannya ditanggung bersama.

Besarnya biaya pengadaan sumur pantau
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung
bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan
dengan jumlah kepernilikan sumur atau jumlah
pengarnbilan air tanah.

Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan
kedudukan muka air tanah dan melaporkan
hasilnya setiap 1 (satre) bulan kepada Bupati d.rrg..,
tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
Pada tempat-tempa,t tertentu yang kondisi air
tananya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan
membuat sumur injeksi.
Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur
pantau, sumur reSapan dan sumur injeksi pada
cekungan yang utuh berada di kabupaten diiakukan
oleh Dinas.

Pada daerah-daerah tertentu untuk keperluan
pengendalian air tanah pemerintah Kabupaten
membuat sumur pantau berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

Untuk reniana pengambilan air tanah dengan debit
lebih dari 2 titei/aJUk sampai dengan kulang dari
50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur
produksi wajib dilengkapi dokumen Upay,a
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upal-a
Pemantauan Lingkungan Hidup (UpL).

Untuk rencana pengambilan air tanah denga-n debri
5O (lima puluh) liter,i detik ata.u lebih, dari beberap,a
surnur produksi pada 1 (sarui sistem aku:je: aa:a=
areal pengambilan alr tanah kura::g ia: ::
(sepuluh) hektar *-ajib ciitrengkapi dok::=e: -r;=-:s:s
Mengenai Dampak Lingkungan Fl:cup -lJ{li; "

Untuk rencana pengambilan air rana.:x cie:lga: ce3r:
50 (lima puluh) iiierlcietik atau iebih. i"a sa:;
sumur produksi" wajib dilengkapi dengan dokume:
Analisis MeCgenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDALI. :

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(1)

(21

(3)
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(1)

(21

(3)

{4)

(4) I3:ii peiaksalaan Upaya pengelclaan Lingkungan
Iid"p (UKL). can rJpaya pemintauran iirr[trrr[unHidup (UPt) a.tau Analisis Mengenai bamf,at
Lingkungan i{rciup {AMDAL) *a!rU dilapori<an
kepada ,Bupati dengan tembusan Menteri dan
Gubernur,

BAB VII

PEI.IGELGLAAN DATA AIR TANAH
p asa., 2T

Sernua data cian inlcrmasi air tanah yang a,Ca paCa
instansi/iemb.+ge pernertntafr gan s-r,-ista yarrg
lelum pe.nall ciisa,r'pailcan kepaca piemei-intah
D:.erah diiap an kepada Bupati d"rrg* tembusan
disampaikan kepada. Menteri dan GubJrnur..
Semua iara cl.an informasi hasii kegiatan
inventai-:sa.si, kc,..s,--ryasi aan pendayagunaan airtanah waiiL; dlsampaikan kepada "p.*.ri.rt.f,
Daerah.

!1f.:i rr:engirim- data sebagaimana ,limaksud
daiam ayat: (,2) kepada G..rbernuidan Menteri.
senrua'cata i-at inforr.as; air tana.h sebagarrnana
dima.ksud dalaiz: a1.?r- (Il can (2) oleh eupe_tfs-eiagai
dasar pengeloiar:rir ,?ir ta:rah di w.iayahnya_..

BAB \/JII

!:lllt F€me8€::ig ,zirL dinyatakan i:retakukan
pe I an ggaran ar--; s_,b: ja :

a. fieru.sak;-.- rrreie-uas, menghiiangkan ,:ian
me'qindqflka* ,:nertr ai: atau ala: ukur-,jebit.,r, U.al:atau mertsak segel i:er,=. pacia meter: al, atau ailiukur ciebit a:r: :1

b. mengambii aiir ianah da;i pipa set;e:.u:cr raeler air
arau Aiat ,ikur iebit air;

c. mengarr,bi; a;.: r;ana].r. meiebihi,lebit ..rar!gdi:er-,.ti,:ka::
*alara izie., .- - ' --..-

d. meny'enrbunyii;ar: ti-tik pengarcbilar. atau lckasi

e. mernindal:I,:a-r: ietak, ,cir;ik: Cengambitran atar;: lckasi
peritan:hilian ail tarrai:;

f. ryeliniahkari re:icana letak tiri:k ilengebcran
dar:.i ate.u \-*",ai ritrk perrursp&n 

"iu.r, 
" 

tokasi
pengam.b iLa::: an: ia,r;ah;

g. mengtbah'i*:;rrstr-uiksi siim,;r b-or ia+-au Fenurapan

h. tidak rnei,--"L'.e-ora:i paja_k penga:taoiian dan



J.

k.

I8

tidak melapbrkar: hasii rekaman sumur pantau;
atau
tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum
dalam izin.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pas at 29
(1)

(2)

(1)

(2)

Setiap orang yang
sebagaimana dimaksud
pidana kurungan paling
denda paling banyak Rp
juta rupiah).

melakukan pelanggaran
dalam Pasal ,,28, diancam
lama 6 (enam) bulan atau
50.000.000,0i0 (lima puluh

(3)

Drcnda sebagaimana dimaksud palda ayat (1)
disetorkan ke RKUD.

BABX 
,

PENYIDIKAN

Pasal 30

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Repubiik
Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidr..rr",
penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipii.
Dalarn melakukan tugas penyiclikan, penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dllam
ayat (1), berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di

tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;e. mengarnbil sidik;ari dan memotret seseorang;
f. memanggil seseorang untuk didengar drn

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan

dalam hubungannya dengan perneriksaan
perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
rnerrdapat petunluk dari penyidik POLRI bahwa
LiCak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan me:upakan tindak pidana dan
selanjutnl-a memberitahukan hal tersebut
l<epada penunrut umum, tersangka atau
keluarganya; dan

i. urengadakan tindakan lain me4urut hukum
)'ang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik'Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan
ff lcaontra ool';;^i 

-^---:-J:r- 
l- - 1 i
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Diundangkan di

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tzin
yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan
Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan
berakhirny a izin yang bersangkutan.'

BAB XII
KE,IENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berraku, peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2OO2
tentang Pengelolaan Air Bawah ranah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2AA2 Nomor 06 Seri D),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Peraturan Daerah i,i mulai berlaku percla tanggal
diundangkan. Agar setiap orang dapat mi'getahuiila,
memerintahkan pengundangan peraturan baerah ini
dengan penempatann5ra daram Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pad.a tanggal 26 Desember 2Ol2
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Cianjur
Januari 2Ol3

RIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

t

6,f
*[ stSETDA

DIN ALI


